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KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 083\ [1234.4 /€6 .02 >ox|
TENTANG

STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja

Mengingat

pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan
kemampuan penyelenggara layanan, serta guna melaksanakan
ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
dan adanya usulan tambahan dan revisi standar pelayanan
publik hasil evaluasi dari Unit Kerja di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

10.

11.

2-

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor
13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 195);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2016 Nomor 29), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 69 Tahun
2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati
Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 69);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Standar Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
dipergunakan sebagai tolok ukur dan pedoman
penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus yang berkualitas,
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

1. Bupati Kudus;

e

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik
melalui pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU, setiap Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus agar:

a. melaksanakan internalisasi dan sosialisasi penerapan
standar pelayanan kepada seluruh jajaran organisasi
penyelenggara pelayanan;

b. memastikan  kebutuhan  penyelenggaraan  standar
pelayanan diakomodasi melalui program dan anggaran;

c. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan
standar pelayanan dengan melibatkan pengguna jasa
layanan; dan

d. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai salah
satu bentuk pengukuran kinerja pelayanan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan
Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor
067.1/0617.5/06.00/2020 tentang Standar Pelayanan di
Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal ¥ Mdi dox

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Mg n_

SAM’ANI INTAKORIS

2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.
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NO

KOMPONEN

URAIAN

S. Proyektor.

Kompetensi pelaksana

1. Mampu berkoordinasi dan
berkomunikasi secara efektif;

2. Mampu membuat paparan dan laporan
mengenai kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;

3. Mampu mengoperasikan MS Office,
Web Browser dan aplikasi yang
berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Pengawasan Internal

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa

10.

Pengelolaan pengaduan

1. Surat ke Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa Setda Kabupaten Kudus;

2. Telepon (0291) 435019

3. Email PBJ pbj.kabkudus@gmail.com

11.

Jumlah Pelaksana

a. Tim Pelaksana dari Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa sebanyak 1(satu)
sampai dengan 3 (tiga) orang

b. Panitia Lokal dari Instansi Pemohon

12

Jaminan Pelayanan

Data yang dibutuhkan valid dari sumber
yang benar

13.

Jaminan Keamanan dan
Keselamatan Pelayanan

Dasar pemberian data telah sesuai dengan
undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
sosialisasi/ bimbingan teknis/
pelatihan setiap bulan/triwulan

2. Survei Kepuasan Masyarakat

2) Standar Pelayanan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada
LPSE Kabupaten Kudus

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum 1.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan;

Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus,
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Perturan Bupati Kudus
Nomor 69 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan
Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
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NO

KOMPONEN

URAIAN

Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus

Persyaratan

Form Pendaftaran

Form Keikutsertaan

Surat kuasa bagi pembawa dokumen
selain direktur, dicap bermaterai Rp
6.000 dan ditandatangani oleh direktur
Surat penunjukan admin

KTP Direktur (asli dan fotokopi )

NPWP Perusahaan (asli dan fotokopi)
SIUP/SIUJK/SBU (asli dan fotokopi)
TDP/NIB (asli dan fotokopi)

Akta Pendirian Perusahaan (asli dan
fotokopi)

10.PKP (asli dan fotokopi, jika ada)

DN

W2 S B i

Mekanisme/Prosedur
Pelayanan

Penyerahan
berkas ke
verifikator

Pendaftaran
Online

Approval

Keterangan :

1. Penyedia melakukan pendaftaran online
pada website LPSE dan mengunduh
Formulir Pendaftaran dan Formulir
Keikutsertaan.

2. Penyedia menyerahkan berkas registrasi
yang dipersyaratkan kepada verifikator
LPSE.

3. Verifikator LPSE memeriksa salinan
dokumen dan data yang telah diinput di
SPSE sesuai dengan dokumen asli.

a. Jika terdapat kekurangan data/berkas
maka Verifikator LPSE akan
mengembalikan berkas kepada
Penyedia.

b. Jika berkas sudah lengkap dan sudah
terverifikasi maka Verifikator LPSE
menyetujui permohonan melalui
Aplikasi SPSE.

4. Verifikator LPSE memberikan akses ke
Aplikasi SPSE berupa User ID dan

Password kepada Penyedia.

Pemeriksaan
Dokumen

Waktu pelayanan

Maksimal 30 (tiga puluh) menit

Biaya /tariff

Gratis/ Tidak dipungut biaya

Produk layanan

Registrasi dan Verifikasi Penyedia

Sarana Prasarana,
dan/atau fasilitas

1. PC/ Laptop

2. Telepon

|
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NO KOMPONEN URAIAN
3. Internet
4. ATK
8. Kompetensi pelaksana 1. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi
secara efektif;
2. Mampu mengoperasikan MS Office, Web
Browser dan aplikasi yang berkaitan
dengan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik.
9. Pengawasan Internal Dilakukan oleh atasan langsung.
10. | Pengelolaan pengaduan 1. Helpdesk LPSE (datang langsung)
2. Telepon (0291) 435019
3. Aplikasi SPSE di portal
Ipse.kuduskab.go.id
11. | Jumlah Pelaksana Verifikator LPSE.
12. | Jaminan Pelayanan Data yang dibutuhkan valid dari sumber
yang benar
13. | Jaminan Keamanan dan Dasar pemberian data telah sesuai dengan
Keselamatan Pelayanan undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya
14. | Evaluasi Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat
Pelaksana

3) Penyampaian Keterangan terhadap Aduan atas Hasil Pemilihan Penyedia

NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan.

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
melalu Penyedia.

Persyaratan

Tembusan surat aduan atas hasil pemilihan
penyedia yang disampaikan kepada Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Mekanisme /Prosedur
Pelayanan

1. Pihak yang mengajukan aduan
menyampaikan tembusan surat aduan
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa

2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa menugaskan Kepala Sub Bagian
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa untuk memantau
proses jalannya aduan
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